
b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam

Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentarig Tata Cara dan

Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Provinsi/Kabupaterr/Kota Tahun 2024-2026 dan
Renstra Perangkat Daerah Provirrsi/ Kabu paten / Kota
Tahun 2024-2026, disebutkan bahwa bagi daerah

dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada
tahun 2023, memerintahkan seluruh Kepala Perangkat
Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan

pemilihan umum kepala daerah serentak secara

nasional diselenggarakan pada tahun 2024;

Menimbang
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4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 ten tang

ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaga Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah

diu bah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2851);

Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana

Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2024 - 2026;

Kabupaten /Kota Tahun 2024-2026, yang ditetapkan

oleh Kepala Daerah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6547);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6841);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);



Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang

Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5941);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor

26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerab Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerab dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengab Daerab, Serta Tata
Cara Perubaban Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerab, Rencana Pembangunan Jangka
Menengab Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintab

Daerab (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengab Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

459);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubaban Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2008 ten tang Pedoman Umum

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerab
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

927);

20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengab Nasional

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambaban Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 180);

19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan

Nasional;



30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-
2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Barat Nomor 236);

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 1419);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 1781);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun

2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan

Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 288);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018

tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 461);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

ten tang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



2. lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
ten tang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaterr/Kota Tahun
2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaterr/Kota Tahun 2024-2026;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4

Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan dan

Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta

Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11
Tahun 2012 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

36. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2023

tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor );

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 262);

Memperhatikan



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Purwakarta;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten

Purwakarta;

3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah;

5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya

disingkat RPD adalah dokumen perencanaan

pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun

terhitung sejak tahun 2024 - 2026;

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD

untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 -

2026;

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD

untuk periode 1 (satu) tahun;

8. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan;

9. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan

tercapainya tuj uan , berupa hasil pembangunan

Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian

hasil (outcome) program Perangkat Daerah;

Pasal 1

BAB I

KETENTUANUMUM

PURWAKARTATAHUN2024 - 2026.

KABUPATENDAERAHPERANGKATSTRATEGIS

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG RENCANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan



(1) Maksud disusunnya Renstra PD ini untuk menyesuaikan

kebijakan program dan target kinerja pembangunan

perangkat daerah berdasarkan dokumen RPD, dan

Pasal 2

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

penggunaan sumber daya pembangunan;

16. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat

ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau

sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil

(outcome), dampak (impact).

dengansehubungankegiatarr/ program/ sasaran

10. Strategi adalah langkah berisikan program-program

sebagai prioritas pembangunan Daerah / Perangkat

Daerah untuk mencapai sasaran;

11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau

kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan

pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/

Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap

sebagai penjabaran strategi;

12. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus

penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan

secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD/RPD;

13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah

dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan

dengan menggunakan sumber daya yang disediakan

untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas

dan fungsi;

14. Program pembangunan Daerah adalah program strategis

Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai

instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran

RPJMD/RPD;

15. Kinerja adalah capaian keluararr/hasilydampak dari



danRencana Program, Kegiatan

Subkegiatan serta Pendanaan;

e. BABV

f. BABVI

d. BAB IV

(1) Sistematika Renstra PD meliputi :

a. BAB I Pendahuluan;

b. BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

c. BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat

Daerah;

Tujuan dan Sasaran;

Strategi dan Arah Kebijakan;

Pasal 3

BABIII

SISTEMATlKA

(2) Tujuan disusunnya Renstra PD ini untuk :

a. Menetapkan arah pembangunan dan pedoman untuk

penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja

PD);

b. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan dengan

mempertimbangkan aspek internal dan eksternal;

c. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah

kebijakan pembangunan Perangkat Daerah;

d. Merumuskan program pembangunan daerah untuk

pencapaian sasaran pembangunan dan rencana

program perangkat daerah;

e. Memberikan instrumen dan indikator kinerja untuk

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian

dan evaluasi kinerja dalam penyelenggaraan

pembangunan perangkat daerah;

f. Sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan

untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan;

g. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang

sinergis dan terpadu an tara perencanaan

pembangunan nasional, provinsi, kabupaten/kota dan

perangkat daerah.

menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen

perencanaan tahunan perangkat daerah;



(1) Peru bah an Renstra PD dapat dilakukan apabila terjadi

perubahan RPD;

(2) Dalam hal terjadi perubahan Renstra PO, maka penetapan

perubahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

BABV

PERUBAHANRENCANASTRATEGIS PERANGKATDAERAH

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan Renstra PD;

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. Kebijakan perencanaan;

b. Pelaksanaan; dan

c. Hasil.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.

Pasal4

BABIV

PENGENDALIANDANEVALUASI

(2) Uraian sistematika Renstra PD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;

h. BAB VIII Penutup.



UPATENPURWAKARTATAHUN2023 NOMOR TO

Diundangkan di Purwakarta

pada tanggal l3 ApriL ')f)23

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal 13/1pr-'L :lQJ 3 I
BUPATIPURWAKART~ ~

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal6


